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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki
lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki
adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri
khas daerahnya masing-masing.! Keragaman tersebut tentu
memiliki nilai yang tinggi, terutama dibidang kebudayaan yang
harus dijaga, dikelola, dilestarikan dan di kembangkan.

Kebudayaan memiliki kata dasar “Budaya” yang berasal
dari Bahasa sansekerta yaitu “Buddhayah” yakni jamak dari
“Budhi” (akal). Jadi budaya adalah segala hal yang
bersangkutan dengan akal. Budaya adalah suatu cara hidup
yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok
orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit,
termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa,
perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa,
sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan
dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung
menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang
berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda
budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya,
membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Sehingga pengertian
Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-

! Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap
Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok, 2005,
him 73.
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kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota
masyarakat.? Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa,
dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan
teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan
jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia
untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya
dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat3

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan
berarti buah budi manusia artinya adalah hasil perjuangan
manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam
yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk
mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup
dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.*

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan
atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-
pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-
cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang
yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-
objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat
komunikasi dan sebagainya.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi
manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus
dihadapi masyarakat dan anggota- anggotanya seperti kekuatan
alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam

masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu,

2 Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, him. 150-151.

3 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Yayasan
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Ul, 1964), him. 115.

4 Ki Hajar, Dewantara, Kebudayaan (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan
Tamansiswa, 1994).
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manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di
bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan- kebutuhan
masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh
kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.
Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia
terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupaka
hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala
kebutuhan.

Secara nasional kebudayaan merupakan satu unsur
dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri setiat masyarakat
indoneisa. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal
32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta
penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan
harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan
persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari
kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau
memperkaya kebudayaan bangsa  sendiri, serta
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”
Beranjak dari amanat itu, pemerintah berkewajiban
untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha
memajukan kebudayaan bangsa dan negara agar tidak punah
dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam
memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara. Salah satu
upaya tersebut ialah dengan dibentuknya peraturan hukum
yang tegast terkait kebudayaan.
Sejauh ini pengaturan kebudayaan dalam hukum
nasional pada tataran Undang-Undang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam UU tersebut di sebutkan bahwa, kebudayaan adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan
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hasil karya masyarakat.> Selaras dengan UU ini, Kebudayaan
yang memang berasal dari setiap daerah tentu menjadi
perhatian dan kewenangan pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.6

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada
hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan
pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota.” Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri,
atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah
atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintah desa.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara pemerintah provinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota, Pembagian urusan konkuren itu
kemudian diperinci dalam tatanan territorial atau wilayah,

seperti dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas Negara

5 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

® Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

7 Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
him.34
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ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada
lintas kota/ Kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ Kabupaten
berada pada area dalam kota/Kabupaten.

Dan kebudayaan merupakan salah satu urusan
pemerintahan  konkuren yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan
dalam bidang kebudayaan merupakan urusan wajib yang tidak
termasuk dalam pelayanan dasar sebagaimana tercantum
dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sehingga kebudayan di daerah Kabupaten/Kota harus diatur
dalm peraturan daerah (perda).

Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dari
negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau  Pejabat Pemerintahan atau  penyelenggara
pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah
yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang
memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan diperlukan
dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat
yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah
negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan
kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam
sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara
keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.®

Selain itu pada bagian matriks pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dan Kabupaten/Kota disebutkan dalam hal

8 Michael Barama, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi
Dalam Peraturan Daerah, dalam jurnal hukum, Vol.22/No.5/Januari/2016Jurnal Hukum Unsrat,
him.2
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urusan bidang kebudayaan pemerintah Kabupaten atau kota

memiliki kewenangan dalam urusan tersebut yakni;

a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
daerah Kabupaten/Kota;

b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam
daerah Kabupaten/Kota;

c. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam derah
Kabupaten/Kota.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah
otonom yang berada di Provinsi Banten. Untuk itu Kabupaten
Pandeglang yang merupakan daerah otonom tersebut
menjalankan asas desentralisasi yang mempunyai kewajiban
untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang
kebudayaan, hal inipun selaras dengan apa yang diatur dalm
UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun
dalam menjalankan kewenangan tersebut diperlukan regulasi
atau perda yang mengaturnya.

Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas maka DPRD
Kabupaten Pandeglang Dberinisiatif untuk mengusulkan
Rancangan Peraturan Daerah yang berjudul Rancangan
Peraturan Daerah tentang kebudayaan. Raperda ini dibentuk
dengan menggunakan naskah akademik sebagaimaan diatur
dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

. Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, maka identifikasi
masalah yang dapat dirumuskan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan dapat di
identifikasi menjadi 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai

berikut:
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1. Bagaimana menyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan?

2. Mengapa harus ada pengaturan terkait Kebudayaan di
Kabupaten Pandeglang?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang tentang
Kebudayaan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang

Kebudayaan?
. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan
Tujuan penyusunan Naskah Akademik dari Rancangan

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang tentang

Kebudayaan sebagai berikut:

1. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang tentang Kebudayaan;

2. Merumuskan pengaturan terkait Kebudayaan di
Kabupaten Pandeglang;

3. Merumuskan yang menjadi pertimbangan atau landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
tentang Kebudayaan;

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
dalam Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten

Pandeglang tentang Kebudayaan.
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2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan adalah sebagai acuan atau referensi
penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang untuk masuk dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperrda) sehingga
dibahas bersama dengan Bupati Pandeglang dan untuk
disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Pandeglang serta mendapat register dari Gubernur Banten
dan kemudian dimasukan dalam lembaran daerah

Kabupaten Pandeglang.

D. Metode Penelitian

Metode penyusunan naskah akademik mengacu kepada
Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu metode
yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini
sebagaimana metode yang digunakan dalam melakukan
penelitian atau kajian hukum.

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang
dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna
mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat
memecahkan suatu permasalahan.? Penelitian pada dasarnya
merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar
mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah
terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari
Bahasa Inggris yaitu reseach, yang berasal dari kata re (kembali)

dan to search (mencari), dengan demikian secara logawiyah

® Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kelima,
2003, HIm 25.
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berarti “mencari kembali”.10 Penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi
yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.!!

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang
dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-
cara tertentu, sedangkan sistematis adalah rangkaian
berdasarkan suatu sistem yang berkaitan dan tersusun secara
teratur. Sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal
yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Metode penelitian
yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah kualitatif
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan
yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap
literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara
tersurat maupun secara tersirat. Secara operasional dilakukan
dengan penelitian kepustakaan.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah
akademik ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder
dalam penyusunan naskah akademik ini adalah data yang
diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam naskah
akademik ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan
peraturan perundang-undangan dari mulai:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten;

10 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, HIm
27
11 Bambang Sugono, Op.Cit
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Dan Strategi Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor

10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang

Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
10 Tahun 2015 Tentang Urusan Pemerintah Bidang
Kebudayaan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun anggaran

2015;
10.

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2021;

12. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
dengan naskah akademik ini.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku
pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi
lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang
sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang
memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan.
Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia,
maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog
informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan mengumpulkan,
membaca, mempelajari, membuat catatan dan kutipan-kutipan
serta menelaah bahan-bahan pustaka dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan
permasalahan kajian yang sedang dibahas. Analisis terhadap
bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan
berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan
terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-
norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan
penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparan
secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan
komprehensif. Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum
secara dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan
hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan

terhadap analisis tentang isi (content analysis) yang berlaku,
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sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis,
interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang
berlaku.

Sistematika penyusunan naskah akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan
adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011:

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BABI1 PENDAHULUAN
BABII KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BABV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
KEBUDAYAAN
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Tinjauan Umum tentang Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang
dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan
diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari
banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan
politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan,
dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya,
merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia
sehingga banyak orang cenderung menganggapnya
diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha
berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya
dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan
bahwa budaya itu dipelajari.

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat
dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan
anggota masyarakat.1? Merumuskan sebagai semua hasil
karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat
menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau
kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan
oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar
kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan

masyarakat.13

12 Soerjono, Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), him. 150-
151.

13 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Yayasan
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Ul, 1964), h. 115.
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Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di
dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota
masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang
dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya,
mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir,
merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti
kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek
kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat
komunikasi dan sebagainya.

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan
unsur-unsur pokok kebudayaan misalnya pendapat yang
dikemukakan oleh Melville J. Herskovits bahwa unsur pokok
kebudayaan terbagia menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat
teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan
politik.14

Sedangkan Bronislaw Malinowski, menyebut unsur-
unsur kebudayaan antara lain:

a. Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara
para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai
alam sekelilingnya;

b. Organisasi ekonomi;

c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu
diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan
yang utama,

d. Organisasi kekuatan.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai

culture universal, yaitu:

14 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, op,cit, him. 78.
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a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian
perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat
produksi, transpor dan sebagainya;

b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi
(pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem
distribusi dan sebagainya);

c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi
politik, sistem hukum, sistem perkawinan);

d. Bahasa (lisan maupun tertulis);

e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan
sebagainya);

f. Sistem pengetahuan;

g. Religi (sistem kepercayaan)!s

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau
kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud
kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai
hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam,
benda-benda hasil teknologi dan sebagainya;
b. Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) ialah wujud
kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret,
yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti:
1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu
pengetahuan, baik yang berwujud teori murni
maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam
kehidupan masyarakat (pure sciences dan applied
sciences);

2) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-

macam norma kemasyarakatan yang perlu

15 Soerjono, Soekanto. op.cit., him. 154.
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diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial
dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan
wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur yang
merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai
anggota masyarakat.16
Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau
kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Budaya bukan bawaan tapi dipelajari;
b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari
kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi;
c. Budaya berdasarkan simbol;
d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus
berubah sepanjang waktu;
e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola
perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas;
f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan;
g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang
terbaik atau standar untuk menilai budaya lain)!7
Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di
atas, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia
mempunyai ciri atau sifat yang sama. Dimana sifat-sifat
budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua
kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras,
lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang
berlaku umum bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakiki
dari kebudayaan tersebut antara lain :

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia;

6 Ary H. Gunawan., op.cit., him. 17-18
17 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2005), him. 122.
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b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya
suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan
habisnya usia generasi yang bersangkutan;

c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam
tingkah lakunyal®

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan
kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan
ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-
tindakan yang diizinkan. Kebudayaan mempunyai fungsi
yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam
kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-
anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-
kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak
selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat
memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual
maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat
tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh
kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia

terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupaka

hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala

kebutuhan.

2. Tinjauan Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Urusan

Kebudayaan

a. Pengelolaan Kebudayaan
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan

daerah bidang kebudayaan, menyebutkan bahwa

18 Elly M.Setiadi, IImu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet.Il; Jakarta: 2007), him.27.
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pemerintah Kabupaten/Kota  memiliki wewenang
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya
dalam daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata
“management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan
kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris
tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen.
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya
mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan
diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.
Jadi manajemn itu merupakan suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-
aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan
controling. Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap
disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara
perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan
tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi atau proses yang memberikan pengawasan
pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijaksanaan dan pencapai tujuan!®

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah
subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti
suatu tindakan yang dimulai dari penyususnan data,
merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai
dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia

pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat

19 Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997). HIm. 348
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merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan
pengelolaan selanjutnya.20
Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik

kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang

sama yakni perencanan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan.

a) Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan pemilihan dan
penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi
tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan
perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.2!
perencanaan mencakup  kegiatan  pengambilan
kepeutusan, karena termasuk pemilihan alternative-
alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk
mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna
merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan
untuk masa mendatang.22

b) Pengorganisasian
Dr. Sp. Siagian MPA mendifinisikan bahwa
pengorganisasian adalah keseluruhan proses
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas
tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa
sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

20 Suharsimi arikunta, pengelolaan kelas dan siswa, (jakarta: CV. Rajawali, 1988). HIm. 8
21 Prinsip-prinsip manajemen. HIm.46
22 dasar -dasar Manajemen. Op.cid. him. 11
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c) Pengarahan
Pengerakan atau juga bias didevinisikan sebagai segala
tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam
suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh
berusaha mencapai tujuan organisasi dengan
berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasin.
d) Pengawasan/ Controlling
Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua
yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang
telah ditetapkan.
Maka dalam hal pegelolaan kebudayaan dapat
dilakukan dengan empat fungsi pengelolaan yakni,
perencanaan kebudayaan, pengorganisasian kebudayaan,

pengarahan kebudayaan dan pengawasan kebudayaan.

. Pelestarian Tradisi

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan
daerah bidang kebudayaan, menyebutkan bahwa
pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam
daerah Kabupaten/Kota.

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, “diteruskan”) atau
kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana
adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama
dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok
masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan,
waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar
dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari
generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali)
lisan, karena tanpa adanya ini, suatu teradisi dapat

punah. Tradisi adalah kesamaan benda material dan
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gagasan yang berasal dari masa lalu namun masi ada

hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi

dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan
masa lalu. Namun demikian tradisi yang menjadi
berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan
atau disengaja.?3

Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan
oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek
kehidupannya  yang merupakan upaya  untuk
meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai
tradisi yang berarti hal tersebut adalah manjadi bagian
dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A.Van

Peurse diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau

penerusan norma-norma, adat istiadat,kaidah-kaidah,

harta-harta, Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan
dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia2*

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan
kebudayaan masyarakat dapat dikeyahui dari wujud
tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan
itu paling sedikit memiliki tiga wujud, yaitu:

1) Wuyjud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide,
gagasan-gagasan, nilai- nilai, norma-norma,
peraturan dan sebagainya;

2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas
kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat;

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya

manusia.?s

23 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), him. 30.

24 C.A. Van Perursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, (1998), him. 11.

BMattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin University
Perss, 1997), him.1.
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Kebiasaan yakni sesuatu yang kamu lakukan secara
periodik (presen tense/saat ini). Dulunya, (past tense) hal
itu nggak pernah kamu lakukan, tapi sekarang jadi
melakukannya secara periodik. Defenisi lain di jelaskan
bahwa kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang sudah
dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan
sebuah sekelompok masyarakat, untuk pelestariannya
pada generasi berikutnya dengan cara lisan atau
pembinaan, maupun tulisan. Kebiasaan merupakan
norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima
sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan
oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat
yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal
yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup.
Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan
adat istiadat. Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat
adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada
dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib.
Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai
peraturan sopan santun yang turun temurun pada
umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat
bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) danj
berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-
temurun.

Adapun Syarat-syarat timbulnya tradisi (kebiasaan)
adalah sebagai berikut:

1) Syarat materil, Adanya perbuatan tingkah laku, yang
dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat

terrtentu;
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2) Syarat intelektual, Adanya keyakinan hukum dari
masyarakat yang bersangkutan, adanya akibat
hukum bila hukum itu dilanggar.26

Menurut arti yang laengkap bahwa tradisi
mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang
sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari
merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi
hanya berarti warisan, apa yangt benar-benar tersisa dari
masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan

Shils. Keseluruhan benda material dan gagasan yang

berasal dari masa lalu namun benar-benar masi ada kini

belum dihancurkan.”Tradisi berarti segala sesuatu yang
disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.2?

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa
tradisi meski mereka saling merasa tak puas terhadap
tradisi mereka”.2® Maka Shils menegaskan suatu tradisi
itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1) Dalam bahasa Klise dinyatakan, tradisi adalah
kebiasaan turun temurun. Tempatnya di dalam
kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut
kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa
lalu. Tradisipun disediakan fragnmen warisan historis
yang kita pandang bermanfaat;

2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup,
keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.
Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat
mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi

terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan “selalu seperti

% Rijkschroeff, sosiologi Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001). him.32
27 Piotr Sztompka, op., cit, him. 70.
28 |bid, him. 74
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: »

itu” atau orang” selalu mempunyai keyakinan
demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni
bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan
karena orang lain melakukan hal yang sama di masa
lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata
karena mereka telah menerima sebelumnya;

3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang
meyakinkan, loyalitas primordial terhadap bangsa,
komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan
komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga
atau anggotanya dalam bidang tertentu;

4) Membantu menyediakan tempat pelarian dan
keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasaan kehidupan
modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang
lebih bahagia menyediakan sumber pengganti
kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.??

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI offline, QT Media , 2014) berasal dari kata dasar

lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak

berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa

Indonesia, pengunaan awalan pe- dan akhiran —an artinya

digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau

upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari
ditambah awalan pe- dan akhiran -an, maka yang
dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk
membuat sesuatu tetap selamalamanya tidak berubah.

Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk

mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana

adanya. Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus

2 1bid, h. 75-76.
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Bahasa Indonesia diatas, maka saya mendefinisikan
bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun
budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan
agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya. Lebih
rinci A.W. Widjaja pada tahun 1986 mengartikan
pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara
terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan
tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang
tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

Jacobs pada tahun 2006, mengemukakan bahwa
pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah
mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional
dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat
dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang selalu berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya
adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya
(penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. A.Chaedar
Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu :

1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran;
2) Perencanaan secara kolektif; dan
3) Pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar,
dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang
mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari
hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau
tindakan pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang
didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-
masing. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh

karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan,
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dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan

aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan

kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika.
Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian

budaya akan adanya wujud budaya, dimana artinya

bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan

diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin

terkisis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa

dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan

itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan

budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan

hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh

masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang30
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor

52 tahun 2007 tentang pedoman Pelestarian dan

pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya

masyarakat pasal 3 yang berbunyi :

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai

Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

a. Konsep dasar;

b. Program dasar; dan

c. Strategi pelaksanaan.

Dan dalam pasal 4 yang berbunyi tentang :

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a meliputi :

a. Pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk

memperkokoh kebudayaan nasional;

30 prof. Dr. | Gede Pitana, Bali Post, 2003
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b. Penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun
pertahanan dan keamanan nasional;

c. Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat;

d. Penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan
kegotongroyongan;

e. Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;

f. Media menumbuhkembangkan modal sosial; dan

g. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat

yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

. Pembinaan Lembaga Adat

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan
daerah bidang kebudayaan, menybutkan bahwa
pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam
daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
“lembaga” anatara lain diartikan sebagai (1) ‘asal mula
(yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia,
dan tumbuhan)’ (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3)
‘acuan,; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ‘badan
(organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu sesuatu
usaha’; dan (5) ‘pola perilaku manusia yang mapan, terdiri
atas interaksi social struktur di suatu rangkaian nilai yag
relevan’;

Aryono Soeyono mengemukakan bahwa “adat
adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari
kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain

mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan -
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aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu
sistem atau peraturan tradisional”. Selain itu pengertian
adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat
Indonesia,?! menyatakan bahwa “adat adalah segala
bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang
menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.
Lembaga Adat adalah suatu organisasi
kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu
masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai
wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan
berwenang dalam mengatur sumber alam dan mengurus
untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat

dalam wilayah kewenangannya.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan

Penyusunan Raperda

1. Asas/Prinsip Terkait Dengan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia
dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah
toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah,
partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi,
keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun
tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya,

memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan -

81 Roelof Van Djik, 1979: 5
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kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa,
meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat
madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan
warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan
menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan disebutkan bahwa Pemajuan kebudayaan
berasaskan:

a. Toleransi;

b. Keberagaman;

c. Kelokalan;

d. Lintas wilayah;

e. Partisipatif;

f.  Manfaat;

g. Keberlanjutan;

h. Kebebasan berekspresi;

[y

Keterpaduan;
j.- Kesederajatan; dan
k. Gotong royong.
Berdasarkan penjelasan pada UU tersebut, asas-asas
tersebut memiliki makna sebagai berikut;
a. Asas toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati;
b. Asas keberagaman adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
mengakui dan memelihara perbedaan;
c. Asas kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
memperhatikan karakteristik sumber daya alam,
ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat

setempat, dan kearifan lokal,
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Asas lintas wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan

memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi

oleh batas administrative;

Asas partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan

dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang

baik secara langsung maupun tidak langsung;

Asas manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat

memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan

rakyat.

Asas keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
dilaksanakan secara sistematis, terencana,
berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus
dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya

Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan

generasi yang akan dating;

Asas kebebasan berekspresi adalah bahwa upaya
Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu
atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi

kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan;

Asas keterpaduan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan
dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas
sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
Asas kesederajatan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan

menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang

memiliki Kebudayaan yang beragam; dan

Asas gotong royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan

dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang

tulus.
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2. Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Raperda

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan
perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput
dari asas formal dan material. Apalagi substansinya
merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih
konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan
kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam
pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan
Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan.
Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini
bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke
dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena
dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda
membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan
karena kebutuhan masyarakat.

Selain itu dalam membentuk raperda harus
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan meliputi:

1. Kejelasan tujuan; maksudnya bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
maksudnya setiap jenis peraturan perundang-undangan
harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan
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perundang-undangan yang tidak dibuat oleh pejabat
pembentuk yang berwenang dapat dibatalkan atau batal
demi hukum.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-
undangannya.

Dapat dilaksanakan; maksudnya setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus
memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis,
yuridis maupun sosiologis.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya bahwa
setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,
serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti,
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan; maksudnya bahwa dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai
dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
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kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-
undangan sebagai sarana yang maksimal untuk
mencapai kesejahteraan dapat lebih terwujud.

Dan asas-asas yang harus terkandung dalam materi

muatan raperda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1.

Pengayoman; maksudnya setiap materi muatan
peraturan  perundang-undangan harus  berfungsi
memberi perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat;

Kemanusiaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus menceminkan
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional;

Kebangsaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik
(kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Kekeluargaan; maksudnya bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan;

Kenusantaraan; maksudnya bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia

dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang
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dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berasaskan Pancasila;

6. Bhineka Tunggal Ika; maksudnya adalah bahwa materi
muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan
golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya
khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

7. Keadilan; maksudnya bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
tanpa kecuali;

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara
lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status
sosial;

9. Ketertiban dan kepastian hukum; maksudnya adalah
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat

melalui jaminan adanya kepastian hukum.

C. Kajian Terhadap Praktek Dan Penyelenggaraan, Kondisi Yang
Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kondisi Kabupaten Pandeglang
Keberadaan Kabupaten Pandeglang sejak tanggal 1
April 1874 telah ada pemerintahan. Lebih jelas lagi dalam
Ordonansi 1887 Nomor 224 tentang batas-batas wilayah
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Keresidenan Banten, termasuk batas-batas Kabupaten
Pandeglang. Dalam tahun 1925 dengan Keputusan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925 Nomor IX
maka jelas Kabupaten telah berdiri sendiri tidak dibawah
penguasaan Keresidenan Banten.

Namun pasca reformasi 1998, dan ketika adanya
pemekaran provinsi dibeberapa wilayah di Indonesia
termasuk juga Banten yang memisahkan diri dari Provinsi
Induk Jawa Barat, maka Kabupaten Pandeglang termasuk
dalam wilayah Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang
secara geografi terletak antara 60 21 -79 10 Lintang Selatan
dan 104948 — 1069 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747
km? dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan samudra Indonesia
c) Sebalah barat berbatasan dengan Selat Sunda

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

Menurut data BPS tahun 2017, Kabupaten Pandeglang
mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.205.203 jiwa. Secara
kewilayahan, Kabupaten Pandeglang dibagi dalam 35 (tiga
puluh lima) kecamatan dan 339 (tiga ratus tiga puluh

sembilan) desa sebagai berikut :

Tabel 1
Nama Kecamatan dan Luas Wilayah
Di Kabupaten Pandeglang

No.| Nama Kecamatan Luas Wilayah
1 | Sumur 258.54
2 | Cimangu 259.73
3 | Cibaliung 221.88
4 | Cibitung 180.72
5 | Cikeusik 322.76
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6 | Panimbang 132.84
7 | Sobang 138.84
8 | Munjul 75.25
9 | Angsana 64.84
10 | Cigeulis 176.21
11 | Sindang Resmi 65.20
12 | Picung 56.74
13 | Bojong 50.72
14 | Saketi 54.13
15 | Cisata 32.65
16 | Pagelaran 42.76
17 | Patia 45.48
18 | Sukaresmi 57.30
19 | Labuan 15.66
20 | Carita 41.87
21 | Jiput 53.04
22 | Cikedal 26.00
23 | Menes 22.41
24 | Pulosari 31.33
25 | Mandalawangi 80.19
26 | Cimanuk 23.64
27 | Cipeucang 21.16
28 | Banjar 30.50
29 | Kaduhejo 33.57
30 | Mekarjaya 31.34
31 | Pandeglang 16.85
32 | Majasari 19.57
33 | Candasari 26.20
34 | Karang tanjung 19.07
35 | Karoncong 17.86

Tabel 2
Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Pandeglang 2016

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang

No

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Sumur 1. Ujungjaya

2. Tamanjaya
3. Ci gorondong
4. Tunggal jaya
5. Kertamukti
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. Kertajaya
. Sumberjaya

2 Cimanggu . Rancapi nang
. Ci badak
. Batuhideung
. Tugu
. Kramat Jaya
. Mangkual am
. Padasuka
. Ciburial

. Waringinkurung
10. Cijaralang
11. Cimanggu
12. Tangkil sari

OO ULRWN =IO

3 Cibaliung . Sukajadi

. Sudimanik
. Sorongan

. Curug

. Cihanjuang
. Cibingbi n

. Cibaliung

. Mendung

. Mahendra

. Citeluk
. Sindangkerta
. Ki arajangkung
. Kutakarang
. Cikiruh
. Malangnengah
. Cikadu
. Manglid
. Kiarapayung
. Cibadak
0. Cikalong

4 Cibitung

S Cikeusik . Tanjungan
. Cikiruhwetan
. Sukawaris
. Sumurbatu
. Umbulan
. Sukamulya
. Parungkokos an
. Nanggala
. Rancaseneng
10. Sukaseneng

11. Cikeusik

CONOUNPLWONHENOWONOOUPR,WNFRIOONOURWN -
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12. Leuwibalang
13. Curugciung
14. Ci kadongdon

Cigeulis

. Banyuasih

. Karangbolong

. Karyabuana

. Katumbiri

. Wari ngi njaya
. Sinarjaya

. Ciseureuheun
. Cigeulis

. Tarumanagar

Panimbang

. Mekarjaya

. Gombong

. Panimbangjaya
. Mekarsari

. Citeureup

. Tanjungjaya

Sobang

. Cimanis

. Pangkalan

. Sobang

. Kutamekar

. Bojen

. Kertaraharja
. Teluklada

. Bojenwetan

Munjul

. Lebak

. Gunungbatu

. Panacaran

. Curug langlang
. Munjul

. Cibitung

. Kotadukuh

. Pas anggrahan
. Sukas aba

10

Angsana

. Cipinang

. Kadubadak

. Ci kayas

. Sumur laban
. Padamulya

. Padaherang

. Karangsari

. Angsana

. Kramatmanik

11

Sindangresmi

RO N0 U, WNHROONOULA,WNRIONOOCUP,PWNFRIOOULA,WNONR,IOONOULPA,WN -

. Pasirloa
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. Bojongmanik

. Campakawarna
. Ciodeng

. Pasirtenjo

. Sindangresmi

. Pasirlancar

. Pasirdurung

. Kadumalati

12

Picung

. Ciherang

. Kolelet

. Cililitan

. Kadupandak

. Bungurcopong
. Pasir sedang

. Pasirpanjang

. Kadubera

. Ganggaeng

13

Bojong

. Geredug

. Mekarsari

. Cijakan

. Citumenggung
. Cahayamekar
. Bojong

. Banyumas

. Manggungjaya

14

Saketi

VONOCUPLPWNHOONOUTPL,WNRLRIOONODUPA,WNFROONNOUTLP WIN

. Sukalangu

. Langensari
. Majau

. Medal sari

. Sodong

. Mekarwangi
. Ciandur

. Saketi

Kadudampit

10. Girijaya

11. Wanagiri

12. Parigi

13. Talagasari
14. Sindanghayu

15

Cisata

U P WN -

. Kondangjaya

. Kubangkondang
. Cisereh

. Cibarani

. Rawasari

. Pasireuri h
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. Kaduronyok
. Ciherangjaya
. Palembang

16

Pagelaran

OCOoONOUTLPA WN —O 00

. Tegalpapak

. Margagiri

. Bama

. Pagelaran

. Sukadame

. Bulagor

. Surakarta

. Harapankarya

Montor

10. Kartasana
11. Senangsari
12. Sindanglaya
13. Margasana

17

Patia

. Turus

. Pasirgadung

. Patia

. Babakankeusik
. Cimoyan

. Idaman

. Ciawi

. Surianeun

0

Rahayu
. Simpangtiga

18

Sukaresmi

. Seuseupan

. Karyasari

. Pasirkadu

. Perdana

. Sukaresmi

. Kubangkampil
. Sidamukti

. Cibungur

0

Weru
. Cikuya

19

Labuan

OCONOOCUPA,PWNHFPOONOOUP,PWNRREF,LOONOOULPA WN -

. Cigondang

. Sukamaju

. Rancateureup
. Kalanganyar

. Labuan

. Teluk

. Banyumekar
. Banyubiru

. Caringin
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20

Carita

. Pejamben

. Tembong

. Banjarmasin
. Carita

. Sukajadi

. Sukarame

. Sukanagara

. Kawoyang

. Cinoyong

0. Sindanglaut

21

Jiput

. Banyuresmi

. Salapraya

. Pamarayan

. Sampangbi tung
. Ji put

. Sukacai

. Tenjol ahang
. Babads ari

. Janaka

10. Sukamanah
11. Si kul an
12. Ci taman
13. Jayamekar

O ONNODUDNWNRIRFOONOUTLRA WN —

22

Cikedal

. Padahayu

. Mekarjaya

. Babakanlor

. Dahu

. Ceni ng

. Bangkuyung
. Tegal

. Cipicung

. Karyasari

0. Karyautama

23

Menes

. Al as wangi

. Tegal wangi

. Menes

. Kananga

. Cilabanbul an
. Sindangkarya
. Cigandeng

. Purwaraja

. Muruy

10. Kadupayung
11. Sukamanah
12. Ramaya

QO NODUDNWNRIRFOONOUTLRA WN —
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24

Pulosari

. Banjarnegara

. Kaduhejo

. Koranji

. Sanghiangdengdek
. Cilentung

. Karyawangi

. Banjarwangi

. Sukasari

. Sukaraja

25

Mandalawangi

. Pandat

. Cikoneng

. Giripawana

. Nembol

. Gunungsari

. Kurungkambing
. Mandalasari

. Mandal awangi
. Pari

10. Sinarjaya

11. Sirnagalih

12. Curugl emo
13. Panjangjaya
14. Ci kumbueun
15. Ramea

CONQOUTP,PWNRIOONOULPA WN —

26

Cimanuk

. Kadudodol

. Gunungdatar
. Gunungcupu
. Sekong

. Cimanuk

. Batubantar

. Rocek

. Kadumadang
. Dalembalar
10. Kupahandap
11. Kadubungbang

OCooO~NONUTLPh~WN +—

27

Cipeucang

1. Cikadueun
2. Koncang

3. Pasirmae

4. Parumasan

5. Kadugadung
6. Palanyar

7. Baturanjang
8. Kalanggunung
9. Curugbarang
10. Pasireurih
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Banjar

OCooONOULPHWN —

. Cibeureum

. Cibodas

. Kadulimus

. Bandung

. Kadumaneuh
. Citalahab

. Pasirawi

. Mogana

Kadubale

10. Banjar
11. Gunungputri

29

Kaduhejo

. Banjars ari

. Sukamanah
. Palurahan

. Kadugemblo
. Sukasari

. Mandalasari
. Saninten

. Bayumundu

0

Campaka
. Ciputri

30

Mekarjaya

. Rancabugel

. Wirasinga

. Pareang

. Kadubelang

. Mekarjaya

. Kadujangkung
. Medong

. Sukamulya

31

Pandeglang

. Kdomas

. Babakan Kalanganyar
. Kabayan

. Pandeglang

32

Majasari

. Sukaratu
. Karaton

. Cilaja

. Saruni

. Pagerbatu

33

Cadasari

NO P, WONHOUOUPL,PWNONRIAPONRFRONODUPAPWNRHRHEFFOONOULA WN -

. Cikentrung

. Kaungcaang
. Ciinjuk

. Cadasari

. Tapos

. Tanagara

. Kurungdahu
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8. Pasirpeuteuy
9. Kaduengang
10. Kaduela
11. Koranji

34 Karang 1. Kadu Merak
Tanjung 2. Pagadungan
. Cigadung

. Juhut

. Pasirjaksa

. Bangkonol

. Tegalongok

. Pasirkarag

. Paniis

. Setrajaya

. Karangsetra
. Pakuluran
9.Koroncong
10. Gerendong
11. Awilega

12. Sukajaya
Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang

35 Koroncong

CO~NOULP,WN AW

2. Kondisi Yang Ada Dan Permasalahan Yang Dihadapi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang tentang Kebudayaan ini akan menjadi payung
hukum untuk menyelenggarakan hal yang berkaitan dengan
Kebudayaan dengan membangun perlindungan dan
pelestarian kebudayaan, diperlukan pelayanan Kebudayaan
dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini Kabupaten Pandeglang memiliki memiliki
Jumlah instansi yang berada di lingkungan pemerintahan
sebanyak 36 instansi, dengan Jumlah pegawai negeri sipil
pemerintah menurut dinas/instansi, tahun 2017 sebanyak
11,066 orang. Dari jumlah tersebut pegawai yang telah

mencapai golongan III keatas tercatat sebanyak 81,90%,
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sementara golongan I masih ada sebanyak 1,31%, dan
sisanya golongan II sebanyak 16,78%.

Dan yang mengurus mengenai kebudayaanan hanya
satu instansi yakni dinas Pendidikan dan kebudayaan,
dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 7.471 orang.
Berbicara kewenangan mengurus kebudayaan secara
pelaksanaan masih kurang tertata, meski ada instansi
khusus yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun tak
dapat mengcover semua hal berkaitan dengan kebudayaan,
justru yang lebih sering bersinggungan dengan kebudayaan
ialah dinas pariwisata, hanyasaja fokus pariwisata tidaklah
mengurus kebudayaan tapi lebih cendurung kepada
pengembangan wisata.

Berdasarkan data Jumlah  wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten Pandeglang, tahun 2016-2017
dari Januari sampai Desember selalu mengalami naik turun,
titik paling tinggi ialah pada juni 2017 jumlah wisatawan
mencapai 900000 wisatawan. Berdasarkan data diatas, jelas
bahwa masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap
kebudayaan, karena dari jumlah wisatawan yang datang
berkunjung ke Pandeglang tidak sedikit yang mendatangi
wilayah-wilayah berbudaya, maka hal tersebut sudah
sepatutnya menjadi perhatian pemerintah.

Namun, Kabupaten Pandeglang hingga saat ini belum
mempunyai peraturan secara teknis untuk mendukung
penyelenggaraan yang berkaitan dengan Kebudayaan,
padahal di Kabupaten Pandeglang memiliki kebudayaan
yang cukup banyak dan dapat menarik perhatian wisatawan
dan tentunya kebudayaan-kebudayaan yang ada memang

sudah sepatutnya di jaga dan diperhatikan oleh pemerintah.
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Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentu saja
perlu segera adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang terkait penyelenggaraan seluruh aspek yang
berkaitan dengan Kebudayaan yang ada di Kabupaten
Pandeglang sehingga perlu segera dibentuk Rancangan
Peraturan Daerah  Kabupaten Pandeglang tentang

Kebudayaan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan
Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya
Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Perda merupakan salah satu sarana transformasi sosial
dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat
daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan
pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan good local
governance sebagai bagian dari pembangunan yang
berkesinambungan di daerah. Melalui pembentukan Perda yang
berencana, aspiratif dan berkualitas, maka Perda dapat
menciptakan multiplier effect yakni menjadi penggerak utama
bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang
kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh
daerah.

Implikasi adalah dampak dari penerapan peraturan
daerah ini terhadap aspek beban keuangan daerah yang akan
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, akan terdapat
alokasi dari dana APBD untuk menjaga, melindungi dan
memberdayakan segala potensi yang ada yang berkaitan dengan

Kebudayaan.
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Penyusunan Raperda Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan tentu saja akan memberikan beban dalam APBD
Kabupaten Pandeglang karena harus dianggarkan dari mulai
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan
pengundangan raperda yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang menjadi Perda.

Namun anggaran yang sudah dikeluarkan dari mulai
penganggaran penyusunan naskah akademik raperda
diharapkan berimbang dengan manfaat yang akan diterima oleh
masyarakat Kabupaten Pandeglang dan stakeholder terkait.
Karena implikasi dari suatu raperda ada yang secara langsung
dirasakan oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung
dirasakan oleh masyarakat. Tapi semuanya untuk mencapai
tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang

berdasarkan visi misi daerah Kabupaten Pandeglang.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau
materi yang akan diatur. Pembuatan Raperda Kabupaten
Pandeglang tentang Kebudayaan harus dilakukan sinkronisasi,
harmonisasi, relevansi dan keterkaitan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Berikut
ini adalah analisa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dengan raperda kebudayaan yang akan dibentuk :

1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan
Kebudayaan
Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
Pasal 7
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pengarusutamaan Kebudayaan melalui Pendidikan untuk
mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 8
Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;

c. Strategi Kebudayaan; dan
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d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 11

Penyusunan Pokok  Pikiran  Kebudayaan  Daerah

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki

kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan

Kebudayaan di Kabupaten/Kota;

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berisi:

a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota;

b. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga
Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di
Kabupaten/Kota;

c. Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di
Kabupaten/Kota;

d. Identifikasi potensi masalah Perna juan Kebudayaan; dan

e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan
Kebudayaan di Kabupaten/Kota.

Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pendapatan
dan belanja daerah;

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Presiden.
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat dan;
f. Sosial.
(2) Kemudian terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pangan;

d. Pertanahan;

e. Lingkungan hidup;;

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e

Perhubungan;
j- Komunikasi dan informatika;

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
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Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;

Kebudayaan;

p
q. Perpustakaan dan;
r. Kearsipan.

Selain itu pada bagian matriks pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dan Kabupaten/Kota disebutkan dalam hal
urusan bidang kebudayaan pemerintah Kabupaten atau kota
memiliki kewenangan dalam urusan tersebut yakni;

a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
daerah Kabupaten/Kota;

b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam
daerah Kabupaten/Kota;

c. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam derah

Kabupaten /Kota.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah Pasal 1 angka 8
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan
Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

Bupati/Walikota.
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
berbunyi:
“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan
Strategi Kebudayaan
Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Bupati/Walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat
melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas
dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota;

(2) Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam
Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota;

(3) Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki
kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisi:

a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek

Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota;
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b. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di
Kabupaten/Kota;

c. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di
Kabupaten/Kota;

d. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;
dan

e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi
Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten/Kota.

(2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan
kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian
untuk  implementasi Pemajuan Kebudayaan di
Kabupaten/Kota.

(3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
bupati/walikota.

Pasal 5

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan melalui tahapan:

a. Perencanaan;

b. pengumpulan data mengenai:

1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan
Kebudayaan di Kabupaten/Kota;

2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga

Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di
Kabupaten/Kota;
3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di

Kabupaten/Kota; dan
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4) Potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
Pengolahan data;
d. Analisis atas hasil pengolahan data;
e. Penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten/Kota; dan
f. Penetapan  Pokok Pikiran Kebudayaan  Daerah
Kabupaten/Kota.
Pasal 6
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang telah
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota yang
telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar gubernur dalam
penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah provinsi.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan
data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data,
penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten/Kota, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 20
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan

secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai
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wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara
berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri;

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Pendanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi

(3) Pendanaan penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang

Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
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Pasal 2

Pedoman Pelestarian Tradisi dimaksudkan untuk memberikan

acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pedoman Pelestarian Tradisi bertujuan:

a. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
Pelestarian Tradisi;

b. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam Pelestarian
Tradisi;

c. Memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi yang
berkembang di masyarakat; dan

d. Membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan
Pelestarian Tradisi.

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota melaksanakan Pelestarian Tradisi di
wilayah kerjanya;

(2) Bentuk Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Melindungan;
b. Pengembangan; dan
c. Pemanfaatan;

(3) Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memperhatikan:

a. Nilai agama dan kepercayaan;

b. Adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
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c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu
yang dipertahankan oleh masyarakat;
d. Kepentingan wumum, kepentingan komunitas, dan
kepentingan kelompok dalam masyarakat;
e. Jati diri bangsa;
f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
g. Peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melindungi
tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat di wilayah kerjanya;
(2) Pelindungan tradisi dilakukan melalui:
a. Mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem
informasi;
b. Registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
c. Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
d. Menegakan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan
tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat di wilayah kerjanya;
(2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui:
a. Revitalisasi nilai tradisi;
b. Apresiasi pada pelestari tradisi;
c. Diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi
dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
d. Pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan

nilai tradisi dan karakter bangsa.
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Pasal 10

(1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memanfaatkan
tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat di wilayah kerjanya;

(2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan
pekerti bangsa;

b. Pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka
penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan
pekerti bangsa; dan

c. Pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman
nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Pasal 15

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan Pelestarian Tradisi;

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan Pelestarian Tradisi di wilayah provinsi;

(3) Bupati/Walikotamelakukan pembinaan dan pengawasan
atas pelaksanaan Pelestarian Tradisi di wilayah
Kabupaten/Kota;

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pelestarian Tradisi.

Pasal 16

(1) Untuk menjamin sinergi dan efektifitas pelaksanaan
kebijakan, program, dan Pelestarian Tradisi, pemerintah dan
Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemantauan
Pelestarian Tradisi;

(2) Pemerintah  melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Pelestarian Tradisi di Provinsi;
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(3) Gubernur  melakukan  pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan Pelestarian Tradisi di Kabupaten/Kota;

(4) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan
Pelestarian Tradisi di wilayah kerjanya kepada Gubernur;

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di
wilayah kerjanya kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Menteri;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan setahun sekali atau sewaktu-waktu jika

diperlukan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Urusan
Pemerintahan Bidang Kebudayaan Yang Di Tugaskan
Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantu
Tahun Anggaran 2015
Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
Pasal 1
(1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan
kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pemerintah
provinsi dan  pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam
penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2015

yaitu:
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a. Program pelestarian budaya pada kegiatan pelestarian
cagar budaya dan permuseuman, meliputi:
1) Museum yang dibangun;
2) Cagar budaya yang direvitalisasi; dan
3) Museum yang direvitalisasi.

b. Program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan
kesenian dan perfilman, berupa taman budaya yang
direvitalisasi.

(2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan,

pengawasan, serta pemeriksaan dalam rangka

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan

bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten
Pandeglang harus dipastikan sesuai dengan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kredibel tidak dapat
dilepaskan dari instrument dan pranata hukum yang berlaku di
masyarakat. Perlu alat pengaturan hukum yang tegas dan pasti
tentang rule of law.

Suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku di
masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-
norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan
sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-
hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan, ketertiban
dan kepastian hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie,3? pembentukan
sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek
filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan
keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis,
yuridis dan politis.

Gustav Radbruch,33 menjelaskan bahwa penegakan hukum
akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:
1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum
sudah memenuhi rasa keadilan (sense of justice) dalam
masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada

kesamaan hak di depan hukum;

32 Jimly Asshiddigie. Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 243-244.

33 Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif
bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap
hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur
system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif
karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan,
sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Op.Cit. him. 130.
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2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum
menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan
bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang
memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai
peraturan yang ditaati, dan

3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum
memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat,
yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur ada

3 (tiga) landasan yang harus dimasukan dalam membentuk suatu

rancangan peraturan daerah yaitu sebagai berikut :

A. Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum,
Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hierarkis. Cita
hukum (rechtsidee) mengandung arti bahwa pada hakekatnya
hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar
pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat
itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan
pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna
hukum. B.Arief Sidharta,3* menjelaskan bahwa cita hukum
Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila,
dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan
nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam
Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan
negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang

Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara

% B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, 2010, him. 85.
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tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan
oleh pemerintah.

Refleksi Pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan
tema/topik kajian ini adalah sila Kedua yaitu kemanusiaan
yang adil dan beradab yang secara fundamental mengandung
makna filosofis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila
kedua, pada dasarnya diliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang juga menjiwai sila-sila persatuan
Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawatan, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kedua, kita harus
mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban,
saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap
tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain,
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Raperda Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan
merupakan pengamalan dari Sila Kedua Pancasila yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab dikarenakan Negara
melindungi dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
warganegara begitupun terhadap kebudayaan yang merupakan
warisan dari warganegaranya. Selain itu, Raperda ini juga
mengandung makna sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia,
karena mengandung nilai bahwa Negara harus mengutuhkan
persatuan warganegara Indonesia yang secara sejarah memang
memiliki keragaman termasuk keragaman budaya.

Kemudian secara filosofis Raperda ini juga merupakan
perwujudan dari alinea ke empat pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan
Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik

Indonesia, pada alinea 4 di jelaskan bahwa salah satu tujuan
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negara adalah  untuk mewujudkan kesejahteraan umum
masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara
Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah
adanya sistem jaminan sosial (social security) yang di negara-
negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan
sosial (social protection) dan di masa krisis berbentuk jaringan
pengaman sosial (social safety net). Dalam mewujudkan
kesejahteraan umum dalam konsep Negara Kesejahteraan dapat
berbentuk perlindungan terhadap kebudayaan yang hidup
dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pada pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan budayanya”. Dalam
negara hukum yang sejahtera seperti Indonesia, negara
bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan
menjamin kebebasan masyarakat salah satunya untuk
memelihara dan mengembangkan kebudayaan.

Berdasarkan dari landasan  filosofis konstitusi,
penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban
memajukan dan memelihara Kebudayaan. Dalam mewujudkan
semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah harus mengoptimalkan penyelenggraan untuk
kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi
dalam bidang Kebudayaan.

Selain itu Raperda Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan juga merupakan pengamalan dari pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke-4

menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
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tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu unsur
kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah

tercapainya pemajuan dan pemeliharaan kebudayaan.

. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah
satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya
berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas
tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang
berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas
kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka
proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah
jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang
muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling
utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-
undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan
mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut
sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan
kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila
sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup
tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab
di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang
sebenarnya tidak perlu.

Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang
pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam
penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan
konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada
penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi

masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru
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berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan
tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan
memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi
sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan
dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu
peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk
suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari
masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari,3> bila hukum itu
dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur
rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat
terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart,3¢ mengemukakan
eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial
yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita
perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis.
Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud
pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan
prilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau
penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang
terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum
dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang
lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut
Gilissen dan Gorle,3” sumber hukum primer adalah
kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis pembentukan Raperda Kabupaten

Pandeglang tentang Kebudayaan merupakan suatu kebutuhan

3 Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2008, him. 25.

3% H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009, him. 311.

37 John Gilissen dan Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj.
Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, him 23.



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
tentang Kebudayaan

yang sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah
dalam pemajuan dan pemeliharaan kebudayaan yang ada di
Kabupaten Pandeglang. Karena sekarang ini identitas budaya
Indonesia sudah mulai memudar karena arus global, sehingga
kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu segera diselamatkan.
Hal ini semakin diperparah dengan diakuinya budaya Indonesia
oleh bangsa lain.

Sehingga pemerintah dan juga Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memiliki daya ikat dalam
menyelesaikan permasalahan Kebudayaan di Kabupaten
Pandeglang terutama dalam hal pengelolaan dan pelestarian
kebudayaan di Kabupaten Pandeglang. Sehingga perlu segera
dibentuk peraturan daerah terkait Kebudayaan yang ada di
Kabupaten Pandeglang agar Kebudayaan Pandeglang tetap
terlindungi dan terus hidup dikenal oleh seluruh masyarakat
Pandeglang dari masa ke masa.

Kebudayaan merupakan unsur penting dalam suatu
negara, bentuknya yang beragam memberikan ciri khusus
untuk Indonesia dan hal tersebut harus lah dijaga dan
dikembangkan sebagai bentuk pertahanan dan upaya
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. kebudayaan
merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh
kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan
hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan
kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib
dan damai. Maka daripada itu diperlukan perhatian khusus dari
Pemerintah terutama Pemerintah Daerah karena kebudayaan
merupakan instrument penting nasional yang harus segera

direalisasikan. Sehingga dapat menjadi rujukan dalam
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pembuatan  Raperda  Kabupaten  Pandeglang tentang
Kebudayaan.

Pembentukan Raperda Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan sangat diperlukan mengingat melakukan
pemajuan dan pengembangan kebudayaan dapat menunjang
peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Pandeglang,
yang dapat diarahkan untuk dapat memajukan dan
mengembangkan kebudayaan agar tidak terkikis oleh zaman
sebagai bentuk tuntutan kebutuhan nasional serta global.

Berdasarkan paparan tersebut, secara sosiologis Raperda
Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan sangat dibutuhkan
untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan Pandeglang
khususnya dalam masyarakat Kabupaten Pandeglang hari ini
sampai dengan akhir zaman dan menjadi kebanggaan

masyarakat Pandeglang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan
Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum
itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan
yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang
lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
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peraturannya memang sama sekali belum ada.38
Saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum memiliki
peraturan daerah yang mengatur secara eksplisit tentang

Kebudayaan. Namun ada beberapa peraturan daerah yang dalam

aturannya berkaitan dengan kebudayaan yang dapat dijadikan

rujukan dalam pembuatan raperda ini, diantara nya adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2021

Dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021
mengatur beberapa hal urusan bidang kebudayaan yaitu :

a. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Angka 2.2 Aspek
Kesejahteraan Masyarakat Subangka 2.2.1 Indeks
Pembangunan Manusia Huruf I Urusan Kebudayaan

Kinerja Pembangunan pada pelayanan urusan
kebudayaan terlihat pada beberapa indikator kinerja

sebagaimana Tabel 2.18 berikut :

Tabel 3
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Capaian Tingkat
Indikator Kinerja Satuan | Target 2015 Taerget Capaian
2015 Target
2015 (%)
Peningkatan investasi dan % 82 61.89 75.47
perekonomian daerah
berbasis pertanian dan
pariwisata
PDRB adhb Rp. 16,277,784 11,893,991 73.07
Juta
PDRB adhk Rp. 5, 427,737 5,018,451 92,46
Juta
Laju Pertumbuhan % 5.20 5.02 96.54
Ekonomi
Tingkat Inflasi % 7.90 6.76 114.43
Indikasi Gini Rasio Indeks 0.20 0.20 102,42

38 Ibid
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PDRB adhb per Kapita Rupiah 16,277,784 10,054,041 61.77
PDRB adhk per Kapita Rupiah 5,427,737 4,242,188 78.16
Besaran IPM (Indeks Indeks 72.75 69.64 95.72
Pembangunan Manusia)
Kemampuan Investasi Miliyar 627.74 706.22 112.50
PMTB Rupiah
PDRB adhk Sektor Rp. 1,608,833 1,485,927 92.36
Pertanian Juta
PDRB adhb Sektor Rp. 4,675,161 3,285,337 70.27
Pertanian Juta
Share NTB Kabupaten % 26.07 16.83 64.56
Terhada NT Provins Sekto
Pertanian
PDRB adhk Perdagangan, Rp. 1,410,499 1,282,296 90.91
Hotel dan Restoran Juta
PDRB adhb Perdagangan, Rp. 3,773,906 2,704,652 71.61
Hotel dan Restoran Juta
Share NTB Kabupaten % 7.50 5.70 75.94
Terhadap NTB Provinsi
sektor Perdagangan, Hotel
dan Restoran
Cakupan kajian seni 50% % 100 33.00 33.00
Cakupan fasilitasi seni 30% % 100 57.00 57.00
Cakupan gelar seni 75% % 100 100.00 100.00
Misi kesenian 100% % 100 63.00 63.00
Cakupan Sumber Daya % 100 63.00 63.00
Manusia Kesenian 25%
Cakupan tempat 100% % 100 100.00 100.00
Cakupan organisasi 34% % 100 33.00 33.00

Sumber: Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016

b. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis Angka 4.2.1 Sumber

Daya Manusia Sub angka 2. Kebudayaan

a) Peluang

1) Kabupaten Pandeglang masih dimungkinkan

ditata menjadi kawasan berbudaya terkemuka

yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman serta

memiliki peluang besar untuk mengembangkan

dirinya sebagai pusat budaya.

2) Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknlogi sebagai media membangun jejaring global

dan internasional.
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b) Tantangan

1) Kawasan dan benda cagar budaya terganggu
fungsi dan makna filosofinya karena
perkembangan ekonomi dan aktivitas manusia.

2) Masuknya nilai-nilai dan kebudayaan asing yang
cukup gencar perlu disikapi dengan bijak agar
tidak melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal.

3) Antisipasi dampak negatif dari pesatnya
perkembangan sistem informasi dan teknologi.

c) Isu Strategis

Peningkatan ketahanan budaya.

c. Matriks Program Dan Indikasi Kegiatan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel 4
Matrik Program dan Indikasi Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah, Program | Perangkat Daerah
dan Indikasi Kegiatan Penanggungjawab
Utama

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya

- Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal Daerah

Disdikbud

- Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan
Bawah Air

- Pengelolaan Karya Cetak dan Karya
Rekam

- Pemetaan dan Inventarisasi Cagar
Budaya dan Kesenian

- Pelatihan Kompetensi Guru Seni dan
Budaya
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Pengembangan Database Sistem
Informasi  Sejarah  Purbakala dan
Kesenian

Pendukungan Pengelolaan Museum dan
Taman Budaya di Daerah

Fasilitasi Perkembangan Keragaman
Budaya Daerah

Penyusunan sistem informasi database
bidang kebudayaan

Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah

Pembinaan Minat dan Bakat di Bidang
Seni Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pengembangan
Keanekaragaman Budaya

Dst...

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah

Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf d angka 6 dan Pasal 3

Bab II Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

dinyatakan bahwa :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6

Daerah dengan Susunan Sebagai berikut:

d. Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, terdiri dari:
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A,

menyelenggarakan urusan Pendidikan dan

Kebudayaan;

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat

Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.
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3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan

Berikut ini adalah susunan organisasi dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang :
Pasal 3
(1) Susunan  Organisasi  Dinas Pendidikan  dan
Kebudayaan, terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat,
terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:
a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah
Dasar;
b) Seksi Pembinaan Kesiswaan Sekolah Dasar;
dan
c) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
terdiri dari:
1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah
Menengah Pertama;
2) Seksi Pembinaan Kesiswaan Sekolah

Menengah Pertama; dan
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3) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PUD) dan Pendidikan NonFormal, terdiri dari:
a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anaka Usia
Dini (PAUD);
b) Seksi Pembinaan Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan; dan
c) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
4. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
a) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman;
b) Seksi Pembinaan Kesenian; dan
c) Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisional.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
a) Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan
NonFormal,
b) Seksi Pembinaan Ketenagaan Sekolah Dasar;
dan
c) Seksi Pembinaan Ketenagaan Sekolah
Menengah Pertama.
d. Unit Pelaksana Teknis.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, setiap
bidang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berikut ini akan diuraikan berdasarkan Perbup
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Pandeglang yang terkait dengan tugas dan fungsi dari

Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :
Pasal 38

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pembinaan dan  pelestarian
kesenian, sejarah, permuseuman, cagar budaya dan
nilai-nilai budaya tradisional yang ada di masyarakat,
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis bidang kebudayaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Kebudayaan, mempunyai
fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di Bidang Kebudayaan;

c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
Bidang Kebudayaan;

d. pengelolaan data dan informasi kebudayaan;

e. koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan
pemberdayaan peran serta masyarakat di Bidang
Kebudayaan;

f. koordinasi penyusunan bahan publikasi dan

hubungan masyarakat di Bidang Kebudayaan;
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g. koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan di Bidang Kebudayaan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Rincian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai

berikut :

1.
2.

menyusun rencana kerja Bidang Kebudayaan;
melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,
Pembinaan Kesenian, Pelestarian Sejarah dan Nilai-
Nilai Tradisional;

melaksanakan pemetaan, pendataan dan
inventarisasi, verifikasi, dan perumusan Cagar budaya
dan Permuseuman;

melaksanakan pemetaan, verifikasi, dan perumusan
nilai budaya yang bersumber dari sejarah, tradisi,
seni, film, dan kepercayaan;

melaksanakan penyusunan, fasilitasi dan pemberian
bimbingan teknis penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman, Pembinaan Kesenian,
Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional,
melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman, Pembinaan Kesenian, Pelestarian
Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional,

melaksanakan dokumentasi dan publikasi di di bidang

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tentang Kebudayaan

Pembinaan Kesenian, Pelestarian Sejarah dan Nilai-
Nilai Tradisional,

melaksanakan pembinaan seni tradisi dan kreasi serta
budaya pada sekolah, dan sanggar seni yang ada di
masyarakat;

melaksanakan dokumentasi dan publikasi di bidang
Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional,

melaksanakan evaluasi penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang Pembinaan Kesenian;
melaksanakan festival, pergelaran atau pertunjukan
seni dan budaya;

melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat bidang Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman, Pembinaan Kesenian, Pelestarian
Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional,

melaksanakan lomba di bidang Cagar budaya dan
Permuseuman lokal yang diikuti oleh sekolah maupun
masyarakat.

melaksanakan lomba di bidang sejarah dan nilai-nilai
tradisional yang diikuti oleh sekolah maupun
masyarakat.

melaksanakan pembinaan bidang Cagar budaya dan
Permuseuman pada sekolah, dan praktisi sejarah
pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional pada
sekolah, dan praktisi sejarah yang ada di masyarakat;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
di bidang Kesejarahan;

melaksanakan pemetaan, pendataan dan
inventarisasi seniman dan organisasi seni budaya di

sekolah dan masyarakat;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

tentang Kebudayaan

melaksanakan promosi, dokumentasi dan publikasi di
bidang Pembinaan Kesenian;

melaksanakan  seminar, workshop, pelatihan,
lokakarya tentang Cagar Budaya dan Permuseuman di
sekolah dan masyarakat;

melaksanakan seminar, workshop, pelatihan,
lokakarya tentang Sejarah dan nilai-nilai tradisional di
sekolah dan masyarakat;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

melaksanakan upaya peningkatan pemahaman nilai-
nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
memberikan penghargaan kepada pelaku seni budaya
yang berprestasi dan berdedikasi;

memfasilitasi kegiatan kajian, penelitian dan
mengusulkan penetapan dan pemeringkatan Cagar
Budaya dan Permuseuman;

memfasilitasi pengajuan HAKI tentang seni budaya;
memverifikasi, memberikan izin pendirian dan
operasional bagi sanggar-sanggar seni yang ada di
sekolah dan masyarakat;

mengembangkan bahan ajar tentang bidang Sejarah
dan Nilai-nilai Tradisional lokal, baik itu berupa cerita
rakyat, legenda, bahasa dan sastra Indonesia, dan
budaya lokal serta Cagar budaya dan Permuseuman.
menyusun laporan Bidang Kebudayaan secara
berkala; dan

merencanakan penataan dan pemeliharaan fasilitas

Cagar Budaya;
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(1)

(2)

(3)

tentang Kebudayaan

Pasal 40

Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kebudayaan.

Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan

Permuseuman mempunyai tugas pokok merumuskan,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya

dan Permuseuman mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan
perumusan kebijakan pembinaan di bidang
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan fasilitasi kebijakan di
bidang Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman; dan

c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman .

Pasal 41

Rincian tugas Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan

Permuseuman adalah sebagai berikut:

1.

2.

menyusun rencana kerja Seksi Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman;
melaksanakan urusan administrasi Seksi Pelestarian

Cagar Budaya dan Permuseuman;
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10.

11.

12.

13.

tentang Kebudayaan

melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman;

melaksanakan pemetaan, pendataan dan
inventarisasi, verifikasi, dan perumusan Cagar budaya
dan Permuseuman;

melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan
teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Cagar budaya dan
Permuseuman;

melaksanakan dokumentasi dan publikasi di bidang
Cagar budaya dan Permuseuman,;

melaksanakan  seminar, workshop, pelatihan,
lokakarya tentang Cagar Budaya dan Permuseuman di
sekolah dan masyarakat;

melaksanakan pembinaan bidang Cagar budaya dan
Permuseuman pada sekolah, dan praktisi sejarah yang
ada di masyarakat;

mengembangkan bahan ajar bidang Cagar budaya dan
Permuseuman.

Melaksanakan lomba di bidang Cagar budaya dan
Permuseuman lokal yang diikuti oleh sekolah maupun
masyarakat.

merencanakan penataan dan pemeliharaan fasilitas
Cagar Budaya;

melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan registrasi,

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta,
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14.

15.

16.

17.

(1)

tentang Kebudayaan

ekplorasi dan dokumentasi Cagar Budaya dan
Permuseuman;
melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Cagar Budaya dan Permuseuman;
memfasilitasi kegiatan kajian, penelitian dan
mengusulkan penetapan dan pemeringkatan Cagar
Budaya dan Permuseuman; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42
Seksi Pembinaan Kesenian dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas

(3)

pokok merumuskan, mengoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan Pembinaan Kesenian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kesenian

mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan Pembinaan Kesenian;

b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan,
evaluasi dan fasilitasi kebijakan Pembinaan
Kesenian; dan

c. pelaksanaan kebijakan Pembinaan Kesenian.
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Pasal 43

Rincian tugas Seksi Pembinaan Kesenian adalah sebagai

berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Kesenian;

2. melaksanakan urusan administrasi Seksi Pembinaan
Kesenian;

3. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pembinaan Kesenian;

4. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang Pembinaan Kesenian;

5. melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan
teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Pembinaan Kesenian;

6. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Pembinaan Kesenian,;

7. melaksanakan pembinaan seni tradisi dan kreasi serta
budaya pada sekolah, dan sanggar seni yang ada di
masyarakat;

8. memverifikasi, memberikan izin pendirian dan
operasional bagi sanggar-sanggar seni yang ada di
sekolah dan masyarakat;

9. melaksanakan evaluasi penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang Pembinaan Kesenian;

10. melaksanakan promosi, dokumentasi dan publikasi di
bidang Pembinaan Kesenian;

11. melaksanakan festival, pergelaran atau pertunjukan
seni dan budaya;

12. melaksanakan pemetaan, pendataan dan

inventarisasi seniman dan organisasi seni budaya di

sekolah dan masyarakat;
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13.

14.
15.
16.

(1)

(2)

(3)

tentang Kebudayaan

memberikan penghargaan kepada pelaku seni budaya

yang berprestasi dan berdedikasi;

memfasilitasi pengajuan HAKI tentang seni budaya;

menyusun laporan seksi kesenian secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 44

Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab Lkepada Kepala Bidang

Kebudayaan.

Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai

Tradisional mempunyai tugas pokok merumuskan,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

bidang Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya

Tradisional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan

Nilai-Nilai Tradisional mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan pembinaan di bidang Pelestarian
Sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai
sejarah, bahasa dan sastra Indonesia, budaya
lokal, dokumentasi, dan pembinaan tenaga
kesejarahan;

b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan,
evaluasi dan fasilitasi kebijakan di bidang

Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional; dan
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c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelestarian
Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.

Pasal 45

Rincian tugas Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-

Nilai Tradisional adalah sebagai berikut:

1.

menyusun rencana kerja Seksi Pelestarian Sejarah
dan Nilai-Nilai Tradisional;

melaksanakan urusan administrasi Seksi Pelestarian
Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional,;

melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai
Tradisional,

melaksanakan pemetaan, verifikasi, dan perumusan
nilai budaya yang bersumber dari sejarah, tradisi,
seni, film, dan kepercayaan;

melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan
teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Sejarah dan Nilainilai Tradisional,
melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisional;

melaksanakan evaluasi penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisional,

melaksanakan dokumentasi dan publikasi di bidang
Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional;

melaksanakan  seminar, workshop, pelatihan,
lokakarya tentang Sejarah dan nilai-nilai tradisional di

sekolah dan masyarakat;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tentang Kebudayaan

melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga
di bidang Kesejarahan;

melaksanakan pembinaan dan pelestarian Sejarah
dan Nilai-nilai Tradisional pada sekolah, dan praktisi
sejarah yang ada di masyarakat;

melaksanakan upaya peningkatan pemahaman nilai-
nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
mengembangkan bahan ajar tentang bidang Sejarah
dan Nilai-nilai Tradisional lokal, baik itu berupa cerita
rakyat, legenda, bahasa dan sastra Indonesia, dan
budaya lokal.

melaksanakan lomba di bidang sejarah dan nilai-nilai
tradisional yang diikuti oleh sekolah maupun
masyarakat.

melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran
serta masyarakat di bidang Pelestarian Sejarah dan
Nilai-Nilai Tradisional;

menyusun laporan seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-
Nilai Tradisional secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (rechtssicherheit),
kemanfaatan (zweckmassigheit) dan keadilan (gerchtigheit). Fungsi
akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang
lingkup materi muatan Raperda Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang
lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan

diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dari raperda ini adalah masyarakat dan stake
holder terkait di Kabupaten Pandeglang dan arah pengaturan
dari raperda ini adalah peran dari Pemerintah Kabupaten
Pandeglang untuk mendukung pentingnya mengelola,
memajukan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten

Pandeglang.

B. Ruang Lingkup Materi Raperda

Materi muatan Raperda Kabupaten Pandeglang tentang

kebudayaan mencakup :

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi
tentang batasan pengertian atau definisi; singkatan atau
akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau

definisi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan
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umum yang akan dimuat dalam Bab I Pasal 1 raperda ini
adalah definisi mengenai Daerah, Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Dinas, Kebudayaan,

Kebudayaan Daerah, Pengelolaan Kebudayaan, dan lain-lain

Materi Pokok Yang Diatur

Materi pokok yang diatur dalam raperda ini adalah
berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Kebudayaan
yang akan termuat dalam Bab II sampai dengan Bab VIII
raperda. Raperda Kabupaten Pandeglang tentang
Kebudayaan yang mencakup antara lain :
BABII PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BAB IV PELESTARIAN TRADISI
BABV PENDANAAN
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII PENGHARGAAN
BAB VIII LARANGAN

Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup dalam raperda ini akan dimuat
dalam raperda yang klausulnya berbunyi sebagai berikut:

1. Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus
dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya peraturan daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam naskah akademik
ini adalah perlu dibentuknya raperda tentang Kebudayaan
karena merupakan bentuk pelaksanaan dari Asas
Desentralisasi dan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar di antaranya adalah Kebudayaan. Sehingga
kebudayaan merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten
Pandeglang yang harus diutamakan agar dikelola, dimajukan
dan dilestarikan kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang
mampu mewujudkan tujuan pembangunan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui instrumen kebudayaan.

Upaya penyelenggaraan mengenai kebudayaan di
Kabupaten Pandeglang sudah dilakukan sejak lama, namun
demikian belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Perkembangan dan perubahan zaman membuat masyarakat
meninggalkan tradisi, serta masih kurangnya partisipasi
masyarakat dan peran serta pemerintah Kabupaten Pandeglang
dalam hal pengelolaan, pemajuan dan pelestarian kebudayaan
sehingga perlu segera dibentuk Raperda Kabupaten Pandeglang

tentang Kebudayaan.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan dalam naskah akademik
raperda ini adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang

Kebudayaan ini memerlukan dukungan dari seluruh
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masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pandeglang serta pihak yang terkait dengan kebudayaan di
Kabupaten Pandeglang agar tujuan dari Raperda ini dapat
terlaksana sesuai harapan.

Diperlukan sosialisasi yang maksimal dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan kepada seluruh masyarakat dan
Stakeholder terkait di Kabupaten Pandeglang agar Perda ini

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PANDEGLANG

. bahwa kebudayaan merupakan urusan wajib

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
yang menjadi kewenangan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Pandeglang;

. bahwa melakukan pengelolaan kebudayaan,

pelestarian tradisi dan pemajuan kebudayaan
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah
Kabupaten Pandeglang:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
membentuk  Peraturan Daerah tentang
Kebudayaan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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10.

11.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Nfigara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6055);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 133);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan
di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Urusan
Pemerintah Bidang Kebudayaan Yang
Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun
anggaran 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 503);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016 Nomor 7);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG
Dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG TENTANG KEBUDAYAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan
kebudayaan.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil
karya masyarakat.

Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses
dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang
hidup dan berkembang di Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

tentang Kebudayaan

Pengelolaan  Kebudayaan adalah  upaya
pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui
perencanaan, penyelenggaraan, dan
pengendalian untuk  tyjuan kemajuan
peradaban bangsa dan kesejahteraan
masyarakat.

Pelestarian Tradisi adalah upaya pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan suatu
kebiasaan dari kelompok masyarakat
pendukung kebudayaan yang penyebaran dan
pewarisannya berlangsung secara turun-
temurun.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya
meningkatkan  ketahanan budaya  dan
kontribusi budaya Indonesia di tengah
peradaban  dunia melalui  Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Kebudayaan.

Pelindungan adalah upaya menjaga
keberlanjutan Ke budayaan yang dilakukan
dengan cara inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
Pengembangan adalah upaya menghidupkan
ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan,

memperkaya, dan menyebarluaskan
Kebudayaan.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan
Objek Pemajuan Kebudayaan untuk

menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan, dan keamanan dalam
mewujudkan tujuan nasional.

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga
Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam
meningkatkan dan memperluas peran aktif dan
inisiatif masyarakat.

Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur
Kebudayaan yang menjadi sasaran utama
Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah
sistem data utama Kebudayaan yang
mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan
dari berbagai sumber.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah
orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya




Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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dalam bidang yang berkaitan dengan Objek
Pemajuan Kebudayaan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan,
kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/
atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum.

Masyarakat adalah warga negara Indonesia
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi
dan pembinaan Lembaga adat.

Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang
berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola
manusia dalam kebudayaannya.

Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah
fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas
Kebudayaan.

Penghargaan di bidang kebudayaan yang
selanjutnya disebut penghargaan adalah
bentuk pengakuan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Warga Negara
Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)
yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap
pelestarian kebudayaan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BAB II
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengelolaan Kebudayaan dilakukan berdasarkan
prinsip:

pao TR

hak berkebudayaan;

kearifan lokal,

kelestarian alam dan lingkungan hidup;
koordinasi dan keterpaduan secara sinergis
antar pemangku kepentingan; dan
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e. jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika
global tentang kebudayaan.

Pasal 3
Pengelolaan Kebudayaan bertujuan:
a. memperkukuh persatuan dan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
meneguhkan jati diri bangsa;
membangun karakter bangsa;
meningkatkan ketahanan budaya;
membangun keharmonisan dalam
keanekaragaman budaya bangsa,;
memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat;
memperkuat  keberlanjutan  pembangunan
nasional; dan
h. memperkuat budaya maritim Indonesia.

o no o

R ™

Pasal 4
(1) Pengelolaan Kebudayaan diselenggarakan pada
segenap Unsur Kebudayaan yang meliputi:
a. bahasa;
b. kesenian;
c. sistem pegetahuan;
d. nilai dan adat istiadat; dan
e. cagar budaya.

(2) Pengelolaan Kebudayaan pada unsur Bahasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah bahasa daerah yang dimasukan dalam
kurikulum sekolah.

(3) Pengelolaan Kebudayaan pada unsur Kesenian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah kesenian daerah yang dimasukan
dalam kurikulum sekolah.

(4) Pengelolaan Kebudayaan pada unsur Sistem
Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah sistem pengetahuan
daerah yang menjunjung budaya daerah.

(5) Pengelolaan Kebudayaan pada unsur Nilai dan
Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d adalah nilai dan adat yang sudah
ada turun temurun di daerah harus dijaga dan
dilestarikan.

(6) Pengelolaan Kebudayaan pada unsur Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e adalah cagar budaya yang ada di
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daerah yang harus dipelihara, dijaga dan
dilindungi agar tidak hilang, rusak dan/atau
punah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5
Perencanaan dilakukan melalui penyusunan
rencana Pengelolaan Kebudayaan.

Pasal 6
Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan dilakukan
Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan disusun oleh
Bupati.

Pasal 8

(1) Dasar Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan
mengacu kepada Rencana induk daerah
Pengelolaan Kebudayaan Provinsi.

(2) Rencana induk daerah Pengelolaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi
penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan
rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan.

Pasal 10
Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi:
hak berkebudayaan;
jati diri dan karakter bangsa;
kebhinnekaan;
sejarah dan warisan budaya;
industri budaya;
diplomasi budaya;
kelembagaan kebudayaan dan SDM
kebudayaan; dan

AR NN A
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h. prasarana dan sarana kebudayaan.

BAB III
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan
Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai
tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 12
Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah
bertugas:
a. menjamin kebebasan berekspresi;
b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d. memelihara kebinekaan;
e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan,;
f. menyediakan sarana dan prasarana
Kebudayaan;
g. menyediakan sumber pendanaan untuk

Pemajuan Kebudayaan;

h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat
dalam Pemajuan Kebudayaan;

1. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat
dalam Pemajuan Kebudayaan; dan

j.- menghidupkan dan  menjaga  ekosistem
Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan
Pemajuan Kebudayaan;
b. merencanakan, menyelenggarakan, dan
mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
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merumuskan dan menetapkan mekanisme
pelibatan  masyarakat dalam = Pemajuan
Kebudayaan; dan

merumuskan dan menetapkan mekanisme
pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Setiap Orang berhak untuk:

a.
b.

c.
d.

berekspresi;

mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi
budayanya;

berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
mendapatkan akses informasi mengenal

Kebudayaan;

memanfaatkan sarana dan prasarana
Kebudayaan; dan

memperoleh manfaat dari Pemajuan
Kebudayaan untuk meningkatkan
kesejahteraan.

Pasal 15

Setiap Orang berkewajiban untuk:

poop

®

(1)

mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
memelihara kebinekaan;

mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
mempromosikan Kebudayaan Nasional
Indonesia; dan

memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

Bagian Keempat
Pelindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 16
Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan
terdiri atas tahapan:
a. pencatatan dan pendokumentasian;
b. penetapan; dan
c. pemutakhiran data.
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Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan melalui Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

(1)
(2)

(3)

Pasal 18

Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang
yang melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 19
Pemerintah Daerah wajib melakukan
pemutakhiran data Objek Pemajuan

Kebudayaan yang telah ditetapkan.

Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran
data Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pemutakhiran data Objek Pemajuan
Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi
oleh Menteri.

Pemutakhiran data Objek Pemajuan
Kebudayaan dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 20
Pemerintah Daerah wajib melakukan
pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Setiap Orang dapat berperan aktif dalam
melakukan pengamanan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan un tuk mencegah pihak asing tidak
melakukan klaim atas kekayaan intelektual
Objek Pemajuan Kebudayaan.
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Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan dengan cara:

a. memutakhirkan data dalam Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu secara
terus-menerus;

b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan
kepada generasi berikutnya; dan

c. memperjuangkan Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib melakukan

pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam

melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan

Kebudayaan.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang,

atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan dengan cara:

a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek
Pemajuan Kebudayaan;

b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan
dalam kehidupan sehari-hari;

c. menjaga keanekaragarnan Objek Pemajuan
Kebudayaan;

d. menghidupkan dan menJaga ekosistem
Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan
Kebudayaan; dan

e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan
kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 22
Pemerintah Daerah wajib melakukan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Setiap Orang dapat berperan aktif dalam
melakukan penyelamatan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
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Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan dengan cara:

a. revitalisasi;

b. repatriasi; dan/ atau

c. restorasi.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi

(2)

(1)

terhadap informasi yang berkaitan dengan
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Setiap Orang dapat berperan aktif dalam
melakukan publikasi terhadap informasi yang
berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, dan  penyelamatan  Objek
Pemajuan Kebudayaan.

Publikasi  dilakukan  untuk  penyebaran
informasi kepada publik baik di dalam negeri
maupun di luar negeri dengan menggunakan
berbagai bentuk media.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 24
Pemerintah Daerah harus melakukan
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan
Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan dengan cara:
a. penyebarluasan,;
b. pengkajian; dan
c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 25
Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang
dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
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Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

dilakukan untuk:

a. membangun karakter bangsa;

b. meningkatkan ketahanan budaya;

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan

d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh
Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 26

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk
membangun karakter bangsa dan meningkatkan
ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan

melalui:

a. internalisasi nilai budaya;

b. inovasi;

c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d. komunikasi lintasbudaya; dan

e. kolaborasi antarbudaya.

(1)

(2)

Pasal 27

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf c¢ dapat dilakukan melalui pengolahan
Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan
menjadi produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai
keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan
Kebudayaan.

Pasal 28
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh
Indonesia dalam hubungan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf d dilakukan melalui:
a. diplomasi budaya; dan
b. peningkatan kerja sama internasional di

bidang Kebudayaan.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah Daerah harus melakukan

Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan

jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

Kebudayaan.

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

Kebudayaan dilakukan melalui:

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di
bidang Kebudayaan;

b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya
Manusia  Kebudayaan  sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau

c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga
Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

BAB IV
PELESTARIAN TRADISI

Bagian Kesatu
Objek

Pasal 30

Objek Pelestarian Tradisi meliputi:

a.

upacara tradisional yaitu peristiwa sakral yang
berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan
manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur
hidup;

cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan
dan diwariskan secara lisan dan digolongkan
menjadi tiga kelompok besar yaitu mite,
legenda, dan dongeng;

permainan rakyat yaitu suatu kegiatan rekreatif
yang memiliki aturan khusus, yang merupakan
cerminan karakter budaya, serta berfungsi
sebagai pemelihara hubungan sosial;
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d. ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat
kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya
oleh para pemakainya secara lisan dimana
terkandung nilai-nilai kehidupan dan
pandangan hidup masyarakat;

e. pengobatan tradisional yaitu tata cara
penyembuhan penyakit yang dilakukan secara
tradisional dan diwariskan turun temurun,
dengan menggunakan peralatan tradisional
serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari
lingkungan alam dan penggunaan mantra;

f. makanan dan minuman tradisional yaitu jenis
makanan dan minuman yang berbahan baku
alami dan proses pembuatannya masih
menggunakan  alatalat sederhana  serta
merupakan suatu hasil karya budaya
masyarakat lokal tertentu;

g. arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan
yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan
cara membuatnya diwariskan dari satu generasi
ke generasi berikutnya serta dapat
dimanfaatkan sebagai tempat untuk
melaksanakan aktivitas kehidupan;

h. pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi
untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam,
serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi
ciri khas atau identitas bagi masyarakat
pendukungnya;

i. kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya
masih mengandalkan sumber alam dan proses
pembuatannya masih menggunakan alat-alat
sederhana serta merupakan suatu hasil karya
budaya masyarakat lokal tertentu;

j. peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang
digunakan untuk memudahkan pemenuhan
kebutuhan hidup manusia;

k. senjata tradisional yaitu alat yang digunakan
untuk mempertahankan diri dari
serangan/ancaman dari segala sesuatu dan
kelengkapan identitas yang cara pembuatannya,
bentuknya, dan penggunaanya diwariskan
secara turun temurun; dan/atau

l. organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat
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tradisional, yang memiliki seperangkat sistem
yang mengikat keanggotaannya.

Bagian Kedua
Bentuk Pelestarian

Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian
Tradisi.
(2) Bentuk  Pelestarian Tradisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelindungan;
b. Pengembangan; dan
c. Pemanfaatan;
(3) Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memperhatikan:
a. nilai agama dan kepercayaan;
b. adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum
adat;
c. sifat kerahasiaan dan kesucian wunsur
budaya tertentu yang dipertahankan oleh

masyarakat;

d. kepentingan umum, kepentingan komunitas,
dan kepentingan kelompok dalam
masyarakat;

. jati diri bangsa;
kemanfaatan bagi masyarakat; dan
g. peraturan perundang-undangan.

0

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 32
(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi tradisi
daerah yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat.
(2) Pelindungan tradisi dilakukan melalui:
a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan
menata sistem informasi;
b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual
komunal;
c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa;
dan
d. menegakan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan
tradisi daerah yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat.
(2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui:

a. revitalisasi nilai tradisi;

b. apresiasi pada pelestari tradisi;

c. diskusi, seminar, dan sarasehan
pengembangan tradisi dan pembinaan
karakter dan pekerti bangsa; dan

d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka
penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan
tradisi daerah yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat.
(2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:

a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan
karakter dan pekerti bangsa;

b. pergelaran dan pameran tradisi dalam
rangka penanaman nilai tradisi dan
pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
dan

c. pengemasan bahan kajian dalam rangka
penanaman nilai tradisi dan pembinaan
karakter dan pekerti bangsa.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 35
Pendanaan Kebudayaan didasarkan atas
pertimbangan investasi.

Pasal 36
(1) Pendanaan Kebudayaan menjadi tanggung
jawab Daerah.
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(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan
dan evaluasi secara berkala.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mengetahui perkembangan dan hambatan
dalam pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan Kebudayaan.

b. menjamin keterpaduan, sinergitas,
kesinambungan dan efektifitas dalam
pelaksanaan kebijakan, program, dan
pembinaan Kebudayaan.

(3) Hasil  evaluasi pelaksanaan  kebijakan,
program, dan kegiatan pembinaan Kebudayaan
digunakan sebagai bahan masukan bagi
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
Kebudayaan tahun berikutnya.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 38

(1) Penghargaan diberikan kepada individu,
kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa
dalam melestarikan dan memajukan:

bahasa dan kesusasteraan;

cagar budaya;

kesenian,;

permuseuman;

perfilman;

sejarah; dan/atau

tradisi.

@m0 Qoo
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(2) Ketentuan penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 39

(1) Tahapan pemberian penghargaan di bidang
kebudayaan terdiri atas pengusulan, penilaian,
dan penetapan.

(2) Ketentuan Pengusulan dan Penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas akademisi, seniman, budayawan
dan pihak-pihak yang dianggap ahli di
bidangnya dan telah diakui kiprahnya di
masyarakat.

Pasal 40

(1) Penerima penghargaan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penghargaan diberikan dalam bentuk :

a. plagam,;

b. pin emas;

c. plakat; dan/atau

d. uang tunai.
(3) Penghargaan diberikan setiap tahun.

Pasal 41
Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat
memberikan penghargaan yang sepadan kepada
pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar
biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya
dalam pemajuan Kebudayaan.

Pasal 42

(1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2), untuk memperkaya
Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah
memberikan fasilitas kepada Sumber Daya
Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau
berprestasi luar biasa dalam Pemajuan
Kebudayaan.
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(2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya
Manusia Kebudayaan yang berjasa dan
berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk
mengembangkan karyanya.

Pasal 43
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
kepada Setiap Orang yang memberikan
kontribusi dalam Kebudayaan.
(2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 44
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau
mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan
prasarana Kebudayaan.

Pasal 45
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus
dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
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penempatannya dalam = Lembaran = Daerah
Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal.........cccceuuueeee
BUPATI PANDEGLANG,

Diundangkan di Pandeglang
Pada tanggal.......ccccoeveneenennee
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN.... NOMOR.....



